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Pengantar

Arus Balik: Agar Hukum “Tak
Memunggungi Laut”!

WS Tisnanta’

“hoetika rengieas mergabakan bekoatan o taat marka nasih dmva dan
Niisarrara ol dispad diterrad o —ideek eatal sompal berapo et '
o Awarefa Trer dalimor Arey Salik)

[ndonesia baru sapa memular ers kepemimpinan baru
setelah terpilihnya Jokowi- JK dalam Pilpres 2004 lahe Ada
hial mmlari..‘r: vang dimampaikan Jokown pada saat pudato
pelantikanye, 20 Oktober Inlu, Menwrut  Jokewn, Indonesia
telah lama mengabaikan laut, memunggungl samudera, dan
memunggungl selat dan teluk.

Wilavah lautan Indonesin vang  luasnys  mencapad
3,2 juta kilometor perseg, Panjang pantai vang lehih darg
5.0 kilomoter. Indonesia dengan panjang pantai tersebut
menem i posisi kedun di dunoa selelah Kanada, Juga tentang
240 juta penduduk dan 17.000 pulan dengan sumber dava alam
¥ang beragam, Bebaran pulav-pulsu int dalam bahasa Jokows
gepanjang Kota London hibggs Istaobul vang membenlang
dart Barat ke Timur, Tidak lupa lebih dari 160 juta orang atau
behih dari 60 porson penduduk Indonesia bermukim di pesisir.

Saat mendengar pidato tersebut, penulis kembali pada
ingatnn masa kecil. Lapu “WNewelk Moyanghu orong Pelowt™
adalah lagu vang lekat di telinga masyarakat Indonesin, Lagu
il bendak mengmingatkan kita bahwa para leluhur bangsa i
adalah pelaut. Pidato Jokowi seolah hendak mengingatkan kita
bahwa setelah 69 tohun pegeri ini merdeko, potensi kelautan
Eitn belum digarap secara optimal,



Membanguen Paradigma Kemaoritiman mlanesia

Walhasil, Indonesia adalah negeri yang dibangun dengan
amnesia politik dan kekuasaan. Politisi negeri ini berebut
makna dan kebenaran untuk mencari dalil publik atas
kepentingannya sendiri. Peradaban bangsa hanya menjadi isu
vang digulirkan scbagai jargon kampanye, tanpu ada strateg
implmentasi kebgjakan-kebijakan strategs. Amnesia sejarah
ini tampak pada cara pandang terhadap warisan mental
tentang peradaban maritim.

Bangsa kita sudah terbinsa dengan model, gunti
pemimpin ganti kebijjakan, Kita tak pernah memiliki satu via
jangka pamang terkait dengan baganimana membangun visi
kemaritiman yang kuat dimana didalamnys terdapat beragam
isu yahg sangat luas. Bagsimanapun Ciri negara maritim
antara lain memiliki kemampuan mengelola laut sebagai
sumber kesejahtersan bangsn dan monjadi poros perdagangan
dunia.

Porjnlanan sejarah bangsa ini dan remm ke rezim
menunjukan bahwa setiap pemerintahan memiliki cara
pandang vang herbeda torkait pengembangan sektor maritim
dan kelautan, Dulu presiden Bl pertama, Sockarno, sejak
1959 telah memulai mengelols potensi laut Lewat Peraturan
Pemerintash (PP} Nomor 4571959 fentang Nasionalisasi
Perusahaan-perusahaan Maritim Belanda.! Belanjutnya pada
maza Kabinet Dwikora 1864-1966, pembangunan maritim terus
diperkuat dengan dibentuknya Kementerian Perindustrian
Maritim

Perubshan besar teriadi era Orde Baru. [h bawah
kepemimpinan Soeharto vang lebih fokus padan pembangunan
darat vang mans menpejar progeam swasembada pangan.
Di era Ovrde Baru, perhatian pemerintah terhadap maritim
menurun drastia. Institusi-institusi negarn yang telah dibentuk
Presiden Boekarno ditiadakan atau  dileburkan  dengan

wi
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matitusi-inatitusr laan. Perhubungan leut dilebur kepada
Departemen Perhubungan, Sumber dava ikan bergabung
dengan Departemen, Akibatnya, pelayaran rakyvat terpuruk,
sumber dava laut kita banyak dicuri asing, dan kerusakan
sumber doya olam kian mengkhawativkan,

Pada era Presiden Abdurrahman Wahod isu kelsutan
kembali mendapat perhatian, Kementerian Kelautan dan
Perikapan (KKF} mulai diarahkan pad optimalisaszr potensi
kelautan, Gua Pur berusahs mengingatkan kembali asu
maritim. Namun demikion, dotam ers Gus Dur terlihat
ada pergeseran 1zu darl maritim ke 13u kelautan, Gus Dur
memandang, ol memiliki sumber dayo alam yang potensisl
untuk dikembangkan sebagai kekuatan baru skonomi nasional:
Gusg Dur memandang laut tidak banya berpelenst marbim
sala—perhubungan laut, pelabuhan, dan kapal—tetapi juga
berpotenst sumber daya alam vang belum tergarap optimal.
Dileh sebah i, istilah yang dipakai segak Gus Dur sampan sand
imi adalah kelautan, bukan mavitim. Hal 1w dimaksudkan
memayungl 150 sumber dava alam di perairan laut Indopesia.

Remudian satu deksde ero Presiden Susilo Bambang
Yudhovono (SBY) isu maritim kembali timbul. Hal tersebut
dapat ita lihat dalam Rencana Pembanpunan Jangka
Panjang Nazional 2005.2025 dimana pemerintah  telah
membuat kebijjakan untuk mewupdkan Indonesia menjadi
negarn kepulsunn yang mandirl, maju, kaat, den berbasis
Espentingan nosional, Pencanangan budaya bahari dalam
Hencana Pembanpunan Jangka Menengah MNasional 2008-
2014 diharapkan akan memberikan dampok dalam sistem
pelavaran nasional, Mamun, dalam persepst kewilayahan dan
kultur maritim masih tumbub kerancuan identitas karena
sang terbangun kemudian adalah sebagai bangas agrarms?

Kini 1su tentang maritim kembali didengungkan oleh

vii
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Jokowi. Ide Jokowi membapgun tol laut seakan hendak
membenarkan pandangan sejarawan AB  Lapian® dalam
karvanya, Orang laut, Bajok Law, Raje Lawt (2000). AB
Lapian menyatakan bahwa Indonesia disatukan pleh laut,
bukan dipisahkan oleh laut. Laut merupakan jembatan dan
jalan raya (tol) yang menyatukan wilayah-wilayuh dan pulau-
pulau vang jumlahnya lebih dari 17.800 di negeri ini. Dengan
demikian, mental budava maritim menjadi identitas manusia
Indonesia eeutubnyn, yang menvatu dengan laut, bukan
diredukai oleh nalar daratan,

Provek Jembatan Sunda sesunggubnya adalah rentetan
amnesia sejarah terhadap peradaban maritim, Mega provek
bernilai Bp 200 triliun int adalah upays mengukuhkan ambis
penguasa bernalar agraris. Kuatnya nalar daratan tampak
dar getolnya pembangunan jembatan antarpulay, tetapi lupa
membenahi sektor transportasi dan infrastrukour berbosis
marikim.

Penulis tertarik membandingkan lde Jolowi tentong
pembangunan  kemaritiman  dikaitkan  dengan  pidato
kebudayaan Dr. Hilmar Farid beberapa waktu balu, Sejarawan
muda ini menekankan pentingnya mengunakan perspekal
“Sejarah Sehagai Kritik” dalam momberikan pemaknaan
terhadap berbagai gagasan vang hendak dibangun, Pidato
Kebudayaan Hilmar Farid seakan menjadi  penjabaran
atas sikap menghadap ke laul atau kembali ke lawt wang
dikemukakan Jokowi pada pidato pertamanya, 20 Oktober
214 sesaat setelah dilantik menjadi presiden ke-7 Republik

[ndonesis.”

Bagaimana Pandangan Orang Hukum?
Sebagai asorang penstudi hukum, penulis memandang
menjadi sangat penting untuk belajar sejarah, sosioleg dan

beragai disiplim ilmu lainnya agar mampu memberikan makna
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substansial pads produk bukom vang hendak dibanpun. Sayva
gependapat dengan apn voarg dikstakan oleb Hilmar Parid
dalm konteks pembanpunan kemaritiman kita bahwasannva
kit perfe belajar bendang Mojopaliil, tepl bilan lentang
kejavaanyva meloinkan befoinhanva vang menimbullan arus
berlik yorg hebud dadom sefaraln

Helama 1ng, belum tergarapnys ekonomi kelautan secars
optimal dun rowsnoye wilayah laul Indooesis dard berbagan
tindak kriminal dan pelanggaran kedaulatan tak terlepas
dart belum  dpadikannys pembiangunan kelavtan  sebagai
mengatream dalam pembangunan nasional, [ sebagsl akibat
budava maritim Kita telah tergerus oleh budoya kentinental-
agravis, (Meh karepa itu, kepemimpinan nasional vang baru
(DPR, DFLD, dan presiden, hasil Pileg dan Pilpres 2014) harus
mempunval dorengan politik kuat untuk menguboh orientasi
pembangunsn dar land base orienfed menjadi archipelogie
baze ariented.

Muosalahnyva tentu bidak sekadar menpubah orientas:
pembangupan dari fand bese oFieded menjody archipelogio
bage oriented. Jupga bukan hanva berkutat pada ide-ide
membangun polabuhan-pelabuban, mdustrr perkapalan, atau
meningkatkan kemampuan tangkap para nelayan secara fisik,
fetapi juga menvangkut peraturon don peruodong-undangan
vang selama i tumpang tindih, ego sektoral, dan menvangkut
mata rantar simpul pertumbuhan ekononu dars derat, pesisie,
hingga taut lepas.”

Sgarnh  mencatat  bahwa  proses  lahormya  hukum
memang tidak lepas dars sejarah kekuasaan atau pelik itu
sendiri. Sefak mazs Imperivin Boma sampad dengoan Hitler,
Sejak masa Srwygava hinggs Jokowi dalam realitas empirs
hukum lahir sebagai refleksi dor konfigurasi politik vang
melatarbelakanginva, Kalimat-kalimat vang ada dalam aturan
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hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-
kehendak politik yang saling bersmngan. Dalam kenyataan
terlihat bahwa politik dan hukum sangat menentukan
bekerjanya sebuah perubahan. Pada kontels inilah studi-studi
tentang politik hukum menjadi penting untuk diperhatikan
sehagni  ikhtiar membangun  vis kemaritiman  untuk
mengembalian kejavaan bangsa Indonesia dimasa yong akan
datang,

Ada baiknva kita merenungi apa yang dikatakan
sastrawnan besar yang pernah dimiliki Indonesin | Pramoedya
Ananta Toer dalam karva monumentalnys Arus Balik

“Semaso jopenya Majapohit, Nusanbare merupokan
keratuan maritim don kerojoan lout terbesar di antara
bangsa-bangse beradah di muka bumi. Arus bergerak
dari selotan ke ulare, segalomea: kaepol-kapolnya,
manusianpe, amal perbuatonnye dan  cita-citoma,
semua  bergerak dari Nusentaro df seloton ke Atos
Angin' i utare. Tapi zaman berubah... (Arus berbalik -
bukan lagi dari selatan ke utara tetapt sebaliknpa deri
utara ke selaton. Dtara kuasal selatan, menguasal wrat
nadi kehidupan Nusantara... Perpecabian dan kekalahan
seakan menjodi bogian dori fowa yang beruntun thada
hermtia

Sekali  lagi, malar maritim  sesugguhnyva  hendak
membentuk bangsa im sebagai bangsa petarung, yang heran
melawan rezim koloninl, Sejarah telah mengajarkan kita
bahwa runtuhnya viel kepemimpinan herbasis maritim pada
gilirannya menjadi senja kala peradaban Nusantarn, Bila ini
terus dipertahankan, Indonesia akhirnyn akan menjadi neger
vy 2elalu kalah bersaing,

Takdir Indonesia adalah sebagn bangza maritim. Bangaa
ini mempunyai garis pantai terpanjang keempat i dunia, yakni
sepanjang 95,181 Kilometer persegi. 81% dari luas keseluruban
Indonusia adalah lautan. Total luas lautan Indonesia adalah
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3257483 kilometer persegl. Bandingkan dengan luss daratan
vang “*hanva” 1.922,570 Kilometer persegi, Saatnva kita sehagai
negara maritim mampu mengunakan dan mengendalikan laut
feea confrof) surta mencegoh pihak lain menggunakannva
{sea denial), sehingga laut dengan segaln aspeknya mampu
menjadi  kekuntun  polittk dan  ekenomi bagi  Indonesia,
Terkait dengan upava pengendalign laut tersebut kaitannva
dengan sea power yang dimiliki suatu negara tidaklah dapai
dipisuhkan. Sea power tidak berarti hanva armada kapal
porang saja, tetapl meneakup segals potensi kekuatan nasional
vang menggunakan laut sebagai wahananya, seperti penegak
hukum di laut, armada kapal niaga. pelabuhan, serta industr
darjass maritim,

Artikel singkat ini hanyalah pengantor doarn buku
kumpulan tulisan para kelega Dr. Hervandi 8.H.M.S dalam
menyambut  pengkuhan Guru  Hesaronye, Semoga  lewat
kumpulan tulizanini akan memberikannya perspektifbare bagi
kita semua dalam rangka pengembanan ilmu, Tak lupa editor
menpucapkan terimakasih kepada seluruh kontributor tulisan
vang telah meluanghan waltu, pakiran dan tenaganva,

Boandar Lampung, November 2014

HS Tisnanta

calatanbaki

"Tulizun pengantor uniok buku kumpulan yang didedikasikon untuk mesghorma-
i pengukubion Gurg Besar Bidong Nmoe Hokem Briemnaseena] Fakaltas Hekam
Uaversitus Lommpang, Prof D Hervasds, S.H. M5

Prusen Fakubins Hukum Universites Lampung

i
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! Drulam PP tersebut ada delapan perssahun marmim Belonds yoang dmssionad-
tsasikan, vaitg Nederload Tndonesie Seenboden Hasded Masiacbngpg (MISHM
Tatijung Priok, Fereaigde Promven Feeren (VY] Jakaeta, Mederlands fo-
dranexivche Scheepvanrt Extablizemenivd (0" 156} Tangung Priok, Drocsgeo
Marieekappiy Tanpung Priok, Radio-Holland Toanjung Priok, fSdesirieele
Muatechappiy Palembang (IMEP), Palembang, Semorong Doeck-Works, dan
Tironpdok Maatschappi] Surabay. Kedelapan perusalaan maritim milik Be-
Tanda tersebat berpernk di badang usaha kapal dsn angkwan perairmn,

“Litad Dormran, Fisg Maritim Presiden Terpilili, g nasional kampas,com!
repd 20 A0 TR 023005 1% s, Mantom, Pressden. Terpuith

*Addrian Bermard Lopian {adalah seomng sejarawan senier di Universias [n-
donezia. la dikemal dengan pelbagni temn kajian sejursh, el terutania sofio
acbagm ahli segarah marium vang dengan disermsingn “Crong Lavr - Bojek
Larait = Rafor Leant: Sejorah Kawason Lanf Sulawes! Aol XIV" dingpap banvak
kalungan sehagad korya yang telad membuka lembaram ban delom penufisun
sajarah maritim dan sequrab kowasan di Indonessa,

“Paubs picnte kebudayann bersebot sembilon kali Hilnsar Fand mengulang frasa
“|11u'r|.'|||;|gg|.|ngi lnw™, D dalam naskah padatomya Flidmor Farsd menileskan ligﬁ
Entangnn penting yang horos diperhotikon oleh bangsa in, Pertmora; hal yang
pealing mcidasas, adalah memyadari laur sehapos bagian dan mung sosial dan
kuliural kitn. Kedwa, kita perfu meospelajan beragam nitme Kehidupan dalam
masyarkal dan keloor dasi belengeu pikimn linker balws yang sam lebih ung-
pul dari mime vang lain, Dan kedipe, Kita perlu tmcdakan vang bersandar pada
kesadaran bar dan keinginon mendengarkan ininh kebudavaan kita yang bisa
berkembag.

“Koita perlu meltla keryaaan bolosa pada $feed Sabiing menpali perssalon besor
ilalan penpelolaan sumber daya kelsutan, Poda whun 2013 Kemendennn Kelau-
tan dan Perikonan berbasi] memeniksa 3871 kapal ikans vang diduga melako-
kan ifegal fivfing. Dan jumlah tereshal 68 kapal diproses hukaimn oleh Fenyidik
Pegman Megen Sl (TPME] Ferikanan, Kapal tkan yang dusngkap tersebar di-
dominasi oleh H,apal [kam .-\g.'ilu_l.ﬁ{'l.-".i. sehamvuk 44 kapal, dan sisanya 24 I:u.pu|
mmerupakan Bapal [kan [ndomesia
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Penegakan Hukum Di Wilayah Laut
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Or. Nikmah Rosidah, 5.H.M.H.

A, Pendahuluan

Peravaratan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah
negapa adalah wilayah kedaulatan yang terdapat masyarakat
dapn pemerintah yvang diakui, sertn diakui pula oleh dunia
internasional seperti yang tercantum dalam UNCLOS 18821

Semakin luaspva wilayah laut teritorial dian zona tamba-
hian wkon mensmbah luag wilavah sebuah pegara, kemudian
setiap megars vang memibiki wilnyah baut wajib mengelols laut
teritorinl dan zono tambahan vang berarti suatu jalur vang
lebarnyva 12 mil laut vang divkwr dar luar gans pongkal vang
digunakan dalam mengukur lnut wilayah dan untuk mence-
pah pelanggaran peraturan bea cuka, Askal dan imigrasi,

Wilavah suatu negara merupakan tempat bagi rakvat
sekaligus aebagal tempat bapgi pemerintab untuk mengorganisiy
dan menvelenpggarakan pemerintahan tentong suatu wilavah,
negara vang tidok terlepas dari kedaulatan negara tersebut,

Secara umum fant teritorial? merupakanlaut yang terletak
disisi luar garis pangkal yang tidak melebihi 12 mil laut diukur
dari garis panghkal.

Mogara pantai vaitu negara yang memiliki kedaulatan
penuh  diperairan  pedalaman. Kedaulatan  ini meliputi
ruang udara distae Jaut teritorinl serta dasarlaot dan tanah

dibawakinya

204
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Bagi negarn-negars pantsi vang wilavah lnutnya tidak me-
menuhl batas vang ditentukan mengingat batas-batas vang di-
maksud merupokon batas maksimal yong depat dimanfastken
oleh negara pantal. Apabila dijumpai keadaan batas kurang
dar vang ditentukan sebagsi kesepakatan internasional maka
penyveleaaiannyva dilakukan melalui perundingan,

Menurut  Mochtar Kesumsstmadia' menpungkapkan
adanya peristiwa perikanan Inggris dengan Norwegia (Anglo
Morwegian Fisheries Case), bahws penetapan batas. laut
teritorial merupakan tindaken sepihsk vang sepenuhnys
menjuadi  wewenang suatu negara, nDamun keabzabhannya
menurul hukum internasional periu diperhotikan beborapa
hal sebagai pertimbangan pokaok antara lain,

1} Bratoyo hubungan lauk teritorial dengan wilayah darat;

2 Bapan-bagpan laut yang terletak pada sisi dalam garis
pangkal cukup erat hubungaannys dengan daratanuntuk
dapat tunduk pada ketentuan-ketentuan negara porairon
pedalaman;

31 Kepentingan-kepentingan ekonomi selempal vang khas
didasarkan atas adanya kebiasaan-kebiagaan vang cukup
L.

Hal imi aksn bermakna tidak ada wilavah laut vang tidak
berbatasan dengan darstan menjodi wilavah sualy negera,
selamitu darn disegs sejarah cukup penting untuk menentukan
luaspye/panyongnva  jarok laut dengon darstannya vang
merupakan wilayah suatu negara,

Franatn hukum laut vang sudah merupakan hukum ke-
bigsaan intornasional’ karens sudah berlangsung secara luas,
terns-menerus dan turun-termrun diseluruh dunia sejak abad
158 hingga ki adalah hak hintas damai @The reghi of innocend
pascgge) bagn kapal-kapal nsing di laul tentorial negars pan-
tal. Tentu saja subtansinva terus mengalami perkembangan
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gaman, dari zaman paling awal dikenalnya pranata hukum
hak lintas damai hinpga kini sudah sangat jauh berbeda. Hak
lintas damai sehagni hukum kebiasaan internasional kemudi-
an dikembangkan secara progresif dan di kodifikagikan dalam
komvens: hukum laut Jenewa 1958 (konvens tentang laut teri-
torial dan juga tambahan). Kemudian dulam konvensi hulkum
aut PBB 1982, Pengaturan di dalam dua konvensi hukum laut
itu sudah menggambarkan bahwa subtansi dari hak lintas da-
mal mengalami perkembongan vang sangat pesat.

Dalam hak lintas damay vang dikembangkan dengan eara
progresif.” paradikma dalam hukum progresif “Hukum sdalah
untuk manusia” pegangan optik stau kevakinan dasar im tidak
milibat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum,
melainkan manuaialah yang berada dititik pusat perputaran
hulkiwm, maks curn berhukum vang lebih baik dan achat, dalam
keadaan seperti v dengan cars memberikon borong-lorong
untuk melakukan pembebasan dari hukum formal.

Hal 11 skan bermakna bshwa pranata bukum Jaut
vang sudnh merupakan hukum kKebiasaan internasional juga
memberikan suatu kebijakan bagi pihak asing sepanjung tidak
merugikan kodun belah pihak.

Menjembatani kepentingan persahabatan antar nogara
dalam konvensi hulum lout internasional ditetapkan adanya
lintas damai® melalui laut teritorial hntas damain disine beracti
jalur wilayah laut teritorial vang boleh digunakan oleh pihak
asing sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban
dan keamanan negara vang herdaulat,

B. Penegakan Hukum

Penegakan bikum menuwrut Soedarte’ beliny mengatokan
hahwa pengertian penegakan hukum dapat jugs diartikan se-
bagai penvelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hulkum
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dan oleh setiap orang vang berkepentingan sesual dengan ke-
WENANZARNYA masing-maging mepurul aturan yang berloku,

Fedangkan menurut  Scerjono  Soekanto®  penegakan
hukum merupakon kegiatan menyverssikan hubungsn nilai-
mlai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah pandangan.
pandangan menilar vang mantap dan meongejawantah dan
sikap tindak aebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir
uptubk menciplaken {sebagmr social engineering) memelihara
dan mempertahankan {(sebagai social control) kedamaian
pergaulan hidup,

Hal i1 skan bermakna bahwa penegokan hukum
merupakan sunly sistem vang menyangkut penvelesaian
bntars milai dengan kaidah serta priluku nyats manusia.
Kaidah-knidoh tersebut kemudian menjadi pedoman atau
patokan bagi perilakuftindakan yang dianpgap pantas atau
sehirusnya. Perilaku atau sthap tindak itu untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertabanksn kedamaian,

Bagian dan penegak hukum adalah Penvidik Pegawa
Negeri Sipil (PPNS) vang mempunyai tugas dan wewenang
dibidang penyidikan merupakan salah satu aparat penegak
hukum yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagni
bagian dari penvelenggaraon sistem peradilan pidana, hal ini
pun berlaku bign wilayvah Zona Ekonomi Ekskiusif

Jarak 200 mil lawt vang merupakan wilayvah ekonomi
dengan  kedsulatsn  vang melekat khususnyva  berkaitan
dengan masalah ekonomi. menpgandung arti bahwa untuk hal-
hal yang tidak berkaitan dengan kegintan ekonomi (havati
dan non hayati} Indonesin tidek mempunyai kekuasaan untuk
mengatur kecual vang berakibat pencemaran laut

Dengan kedoulatan vang ada berarti kekunsaan mutlak
bagi negara Indonesin untuk mengatur segalanva tanpa

mengesampingkan hukom internmasional utama hukum laut,
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Adanya hak melaksanakan penegakan hukum dimaksudkan
apar tujuan bangsa Indonesia untuk mengupayakan wilayah
tersebut dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknyn dengan
neegara Indonesia, namun secara keselurchan penegakannya
tidak disamakan begtu saja dengan wilavah teritorinl Indonesia
lninnya {daratan, laut teritorial dan perairan pedalaman).
Sehingga bagi aparat penegak hukum di ZEE Indonesia dalam
memelithara serta mempertahankan zona tersebut dapat
mengambil Jangkah-langkah yang dimungkinkan menurut
peraturan perundangan, misalnya dengan berpegang pada
Undang-Undang Mo, 5 Tahun 1983 Tentang fona Elsldwsil
Indonesia, Kitabh Undang-Undang Hukum Aeara Pidana
{KUHAP, Kitah Undang-Undang Hukum Pidana(KUHF) dan
peraturan pelakssna lainnya,

Sudah lazim bagl negara vang bersanghutan seperti
halnya Indonesia, dengan hak dan kewajiban yang melekat
pads wilavah tersebut berupaya untuk tetap mempertahankan
dan lebih lanjut melestarikan sumber ekonom: yang ada, Untuk
mencggerakkan segals aparat berwenang dalam mengatasi
sepala permasalaban mampu mencegah ombulnya gangguan
di teritorinl (lindakan preventify merupakan hal prinsip bag
negara hukum.

Dalam memelihara keadaan ZEE Indonesia, kewajiban
bagi aparat penegak hukum adalah mengambil tindakan
pengamatan maupun lainnya vang dipandang perlu dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang
No, 8 Tahun 1981 Tindakan pengamanan vang dimaksud dapat
berupn penangkapan terhadap kapal-kapal dan atau orang-
arang vang diduga melakukan ondak pidana berdasarkan
bukti permulsan yang culkup.

Apabila kita berpegang pada teori vang binsanya 4
{empat) asas mengenal berlakunya KUHP dan mengingat
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bahwa ruang lingkup berlakunya KUHAP vang dapat dibaca
pada Pagal 2 KUHAP, disebutkan bahwa Undang-Undang ini
{(BUHAP) berlaka untuk molaksanakan tata cara peradilan
dalam lingkungan peradilan umum pada semun tingkat
peradilan, h dalam penjelasan dam Undang-Undang BT Mo,
& Tahun 1981 antara lain dijelaskaonbahwa ruang lingkup
Undong-Undang Hukum Acara i mengikuti aras-asas vang
dianut aleh Hukum Pidans Indonesia':

1) Asas terrstorial atau asas wilavah;

2y  Asas nasional aktif atau personalitas;

) Asas nasional pasif atau asas perlindungan;

4)  Asas universalitns,

1) Asas teritorial atau asas wilayah

Menurut asas ini berlakunyn Undang-Undang Hukum
Pidana dari suatu negarm didesarkan pada tempat dimana
perbuatan 1tu dilakukan, dengan catatan bahwa tempat
tersebut harus terletak dalam suatu wilayah dimana Undang-
Undang Hukum Pidana tersebut borlaku, Dalam Pasal 2 dan
Paszal 3 KUHP disebutkan bahwa bagi setiap orang, baik WarEs
nogara Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak
pidonn di wilayah Indonesia, dapat diberlakukon ketentuan-
ketentuan pidana yang diatur dalam perundang-undangan
Indonesia, termasuk setiap orang dalam pengertinn di atas
vang i luar wilayah Indonesin, namun melakukan tindak

pidana dalam peraliu atsu pesawat udara Indonesia.

2)  Asas nasional aktif atau asas personalitns

Menurut asas ini berlakunya Undang-Undanghukum pi-
dana suatu negara didasarkan pada kewsrganegaraan atau
nasipnalitasnva, suseorang vang melakukan perbuatan, tidak
bergantung di mana perbuatan itu dilakukan. Perbustan yang

dimaksud adalah setiap tindakan warga negara yang dilarang
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dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tidak mem-
persoalkan tempat dilakukannya perbuatan tersebut, meskip-
unperbuatan itu dilakukan di luar negara asalnya. Asas ini dia-

tur dalam Pasal 5 KUHP, Pasal 6 KUHTP dan Pasal 7T KUHP.

3 Asas nasional pasif atau perlindungan

Menurut asas im berlakunya Undang-undang Hukum
Pidana suntu negara didasarkan kepada kepentingan hukum
vang dilanggarnya.

Hukum suatu negarn dapat dikenakan haik oleh warga
negara ataupun oleh orang asing dan pelanggaron dilakukan
baik di luar mavpun di delam negeri yang menganut asas
ini. Dengan dasar bahwa setiap negara vang berdaulat pada
umumnya dapat melindungl kepentingan hulkumnya, Asaz im
diatur dolam Pasal 4 dan Pagal 8 KUHP,

4)  Asag univeraalitas

Menurut asas im Undang-undang Hukum Pidana susiu
negara  yang menganutnya  dapat  diperlakukan terhadap
setinp orang vang melanggar kepentingan hukum dari eeluruh
dunta, dengan dalih uniuk melindungt kepentingan hiskum
seluruh dunin, Asas ini distur dalam Pagal 4 avat (2) dan ayat
4y KUHP.

Dengan demikian dari keempatl asas tersebut apabila
diknitkan dalam wilavah ckonomi Indonesia jarak 200 mil
Iout KUHAP hanva menjangkau untuk kegpiatan-kEegiatan
pendayagunaan sumber daya alam hayats don mon hayati
Dan sanksi-sanksi vang diancam terhadap perbuatan tersshut
berbeda dengan territorial lainnya, sehagnimans diatur dalam
Undang-undang No. i Tahun 1883, Seperti hanya mengenai
mosalah penangkapan sebagammana tersebut di atas tidak
gelalu dilaksanakan seaust dengan batns wakiv penangkapan
vang ditetapkan dalam KUHAP selama satu hari. Dalam
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Pasal 1 poin 20 KUHAP dijelaskan penangkapan adalah suatu
tindakan penvidik berups pengekangan sementarn waktu
kebehasan tersangka atau terdakwa. Apabila terdapat eukup
bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau
peradilan dalam hal serta menurut cara vang diatur dalam
undang-undang ini (KUHAP). Dan perintah penangkapan
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dilakukan terhadap orang
yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan
bukti permulsan yung eukup, dilakukan untuk paling lama
sati hart (Pasal 1% KUHAP)

Untuk itu tindokan penangkapan di laut diberi jangka
waktu vang memungkinkan pada aparal penegak hukum
“dapat melaksanakan tugasnva, terutama dalam hal membawsa
kapal dan atau orang vang bersangkutan ke pelabuhan atau
pangkalan yang dituju. Jangka waktu vang diberikan dalam
Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 untuk keperluan tersebut
vait untuk menarik kapal dari jarak vang terjsuh di ZEE
[ndonesia sampai ke pelabuhan atau tempat dimaksud dalam
waktu yang cukup lelussa untuk melakaanakannva, Hal 1
diberikan merupakan suatu kelonggaran untuk melakukan
penangkapan  dan  tindaksn pengamanan  barang-barang
bukti. Keadaan ini dilakukan dan distur tersendivi, mengingat
KUHAP tidak memberikon kelonggaran selama  tersshut
diatas. Apabila berpegang pada KUHAP semata-mata jangka
waktu yang diberikan tidak akan mencukupm dikarenakan
wilayah ekonomi eksklusif ada pada jarak sejauh 200 mil laut
dan ini merupakan gariaititik terluar.

Penangkapan yang dilakukan eleh aparat penegak hukum
di laut untuk membawa kapal dalam jungka waktu maksimum
7 (tupah) hari hingga ke suatu pelabuhan stau pangkalan vang
dituju. Lebih lanjut dalum penjelazan Undang-Undang No, 5
Tahun 1983 utamanya dalam Pasal 13 mengunghapkan bawah
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ketentuan mengenal penahanan terhadap tindak pidana
menurut Undang-Undang Ne, 51883 belum diatur dalam
Undang-undang No. 8 Tabun 1951, sedang terhadap tindak
pidana tersebut penahanan adalah mertpalkan suatu wpaya
untuk dapat memproses perkaranys lebib lanjut.

Aparat penegak bhukum vang berwenang menangani
segala permasalahan di ZEE, berbeda dengan petugas di laut
territorial, khususnya dalam hal penyidikan. Untuk di lau
territorial, sesuni dengan bunyi Pasal 1 poin 1 bahwa yang
bertindak sebagai penyidik adalsh Pepabat Polisi Negara atau
Pejabat Pegawai Negern Sipil tertenta yang diberni wewenang
khusus oleh KUHAP, sedongkan penyidik di laut ZEE adalah
Perwira Tentara Nasional Angkatan Laut vang ditunjuk
oleh Panglima ABRI, misalnys Komandan Kapal, Panglima
Daerah AL, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasion
AL, Penetapan perwiran sebagan penyidik dalam hal ini sesuni
dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UL No, 20 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pertahanan Keamanan dan
Pasal 17 Peraturan Pemerintah Mo 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAF)

Dari serangkaian tindakan penyikdikan yang kemudian
akan menverahkan/melimpabkan hasil penyidikannya pada
penuntut umum, dalam hal ini vang bertindak sebagal penuntut
umum adalah Jaksa pada Pengadilan Neger vang berwenang.
Sesuni dengan bunvi Pasal 1 ayat {1) Undang-Undang No_ 15
Tahun 1961 menyebutkan bahwa Kejnksamasn merupakan
alat bogara penegak hukum yang terutama bertugas sebagal
pepuntut umum. Penuntutan dalam hal ini adalah penuntutan
perkara pidans, dengan cara menuntut vaitu menyerahkan
perkara seseorang terdakwa kepada Hakim dengan pemaohon
agar Hakim memeriksa dan kemudia menjatuhkan keputusan

atas perkara itu terhadap terdalkwa, ™
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Jaksas  dalam  melakukan  penuntutan  dengan
melimpahkan berkas perkara pidana ke Penpgadilan Negeri
vang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuian
Undang-Undang ZEE. Pengadilan vang dimaksud adalah
Pengadilan Negeri vang daerah hukumnnya meliputs tindakan
dimana dilakukan penahanon kapal dan ata pelakunsya {Pozal
14 UL ZEED.

Pidana merupakan sanks1 terhadap tindak pidana yang
dilakukan karens melanggar sustuy  ketentuon  fertentu,
sehingen dapat diancam denpgan pidana/hukuman berupa:

a) Hukuman pokek, yang melipuati;

1. Hukuman mati;

2. Hukuman penjara;

4. Hukuman kurungan;

4. Hukuman dends,

b} Hukuman tambahan yang meliputi:

1. Peneabutan beberops hak-hok tertentu;

2. Perampasan barang tertentu;

3. Pengumuman putusan Hakim,

Dalam Undong-undang Mo, 5 Tahun 1983 vang mengatur
teptang keadaan di ZEE Indonesia terdirs dari 21 Pasal dan
hanya 2 Pasal vang mengatur masalsh pidana vaitu Pasal 16
dan Pasal 17,

Apabila disimak pasal demi pasal bahwa ancaman huku-
man vang dibertkan berupa hukuman dends. misalnys dalam
Paszal 16 divngkapkan bahwa sdanya tindakon-tindakan vag
bertentangan dengan 1zin dar Pemerintah Indonesia atauw
persetijuan internasional dengan Pemerintah Republik Indao.
nesia dalam hal:
~  Melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber dava

alam atau kegintan pembangkitan tenaga dari air, arus

dan angin atau;
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- Melakukan kemiatan penelitian ilminh kelputan; dan
~  Swvarat-svarat yang perlu diperhatikan dalam membuat
atau mengpunakan pulaw-pulau buatan, instansi-instans
dan bangunan-bangunan lainnyva
Digncam dengan hukuman denda  setingg-tingginyo
Bp 22500000000 dengan hukuman tambahan  berupa
perampasan terhadap hasil kegiatan vang telah diperoleh,
kapal dan alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk
melakukan tindak prdana terssbut.
Demikianlah penvelenggaraan hukum vang dilaksanakan
di wilavah Zona Ekonom Eksklusif Indonesia,

. - Simpulan

Aparat penegak hukum yang berwenang menangani
segaln permasalahan i ZEE, berbeda denpgan petugas di laut
territorial, khususnyva dalam hal penyidikan, Untuk & lout
territorial, sesuan dengan bunyi Pasal 1 poin 1 bahwa yang
bertindak sebagar penvidik sdalah Pepabast Polisi Negoara
atau Pejabat Pegawsi Negeri Sipil tertentu vang  diberi
wewenang khusus oleh KUHAP, sedanghan penyidik di laut
ZEE adalah Pereira Tentara Nasional Anpgkatan Lout vong
ditunjuk oleh Panglima ABRI, misalnya Komandan Kapal,
Papgiima Daerah AL, Komandan Pangkalan dan Eomandan
Stasion AL, Penetapan perwiran sebagai penvidik dalam hal
int sesuai dengan ketentuan Pazal 30 ayat (2) Undang-Undang
Mo, 20 Tahun 1832 tentang Ketentuan-ketentuan Pertahnnpn
Keamanan dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun
1983 tentang Pelakzanaan Undang-Undang Memor 8 Tahun
1981 (KUHAP).
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catatan haki
'Sobagaimana dikemukakan oleh | Wayan Pammhiana dalam mengebola laur selbs-
gal wilayah nda dua pokok, vang pertana dilikckan dengan coma penyelesinm
miernal dengnn menata wilayah it Khususoya batas-botas lnhan Bl sehagni
st pengaturnn pemanfoatan Il yang mengakomodas: semua kepentingan,
penyvelesaian yang kedua dengan cara extermnbinenala batas-batas maritsin den-
gan diegar-neara Wwiangga sesuwn dengan kelentisan imtemasional yang herlako,
Lihat E wavan Parthiana, Mk Lot foternasionad dan Hlukum Lot edaonesia,
Bunifung, Rama Widya, 2004 him 31

FX. Adlji Samekue, Negara Dol Dirensd Nk fereraesisna!, Bandang,
PT Ciira Aditys Bati. 20049, hilm 18,

! Mochtar Kesumuatmadiu, Pemgamior ko Toternasional, Bandung, Bing
Cipta, 1976, him 71

U1 Wayan Poribinnn, O O, Him 95
" Saljipe Rahardjo, Bigrkan Mok Memgalie, Jakama, Bonpas, HE7, Wm 147,

* Seulanghan menurd Muryanio lntas dama sebagaimana dmmaksad dolam
Pagal 12 Unalang-Unclung, Momar & Tabun 1996 tentang perairan Indonesia Avat
i 1] netnyitakan fnlas danpgap domai apabita idok menugikan kedanaion,
kelerbihan, atug keamanan [ndonssen dor dalobkakan sesuas dengan kelentuan
kenvensi din hukum internassonal lnnya. Pada avas §2) lintas kapal asing
hanes dinnggup scimbahayakon kedarsion kedertvhan atoy kesmanan Indone-
gid. upabily kupal bersebal semakim berada dilnat eritorial dan aisu i perarian
kepulbasan melakukon salsh satu kegiatan vang dilarang oleh konvenss hiskum
inbernasional lnmnya. kel Buz Yante, Wemafam Sukuam Laug indamesia,
Jakarta, Milra Wacana Mediz, 2014, him 89

Baelarin, Kapita Selvkta Hutwm Pldera, Bandung, Bandung Alemni, 1981,
him 19,

“Soerjono Seckamue, Peregodon Hickin, Basdung, Boa Copaa, 1953, him 2

“Sikmah Bosidah, Porpidid Pegrowd Negers Siml (PN Xebuak mpaya
Pehegaken peveluraw dievaly, Semarang, Penerbi Pustoka Magisier Semarag,
2012, Wlm 32

I Joka Subagye, Bk Leat fndeesia, Jakana, Rincka Clpia, 2013, hlm 74

! Mikmah Roswlah, Asev-dsis Sodam Pioera. Semarang, Pustaka Magaster
Semaramgz, 2000, htn 3,

YR Soesibie, Mk Acarg Pidoas (Procedar Pevelesgion Perkava Pidara
tumgn Peregak Hakum), Bogor, Plalea, 1974 hilm 17
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